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ABSTRAK 

Nama   : Irwandi  

Fakultas/Prodi  : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam 

Judul                           : Perspektif  Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi  

                                      Administratif Pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh 

Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan 

Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan 

Dan Mall 

                                    Kantong Plastik 

Saat ini penggunaan kantong plastik secara berlebihan dalam transaksi jual 

beli di Supermarket dan Swalayan yang ada Kota Banda Aceh telah membawa 

dampak terhadap pencemaran lingkungan. Oleh karena itu pemerintah 

melakukan pembatasan dengan memberikan sanksi bagi Supermarket atau 

Swalayan melalui  Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 

Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan 

dan Mall. Rumusan masalah dalam penelitian bagaimana sanksi administratif 

pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall 

dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi administratif 

pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan undang-

undang dengan jenis metode hukum normatif empiris. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa sanksi administratif yang terdapat pada Peraturan Wali 

Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan 

Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall yaitu beberapa teguran 

lisan, teguran tertulis sebanyak tiga kali, penghentian sementara kegiatan 

secara paksa, dan pencabutan izin usaha oleh pemerintah Kota Banda Aceh. 

Perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi administratif pada Peraturan 

Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan 

Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall Masuk pada 

hukuman ta’zir yaitu hukuman yang diberikan oleh ulil amri atau 

penguasa/pemerintah dengan jenis hukuman uqubat berupa hukuman yang 

dikenakan kepada kemerdekaan pelaku untuk berusaha seperti mencabut izin 

dan menutup usaha tersebut. 

NIM   : 170104040 

Tebal Skripsi             : 60 Halaman 

Pembimbing I             : Dr.Badrul Munir,Lc.,MA 

Pembimbung II.          : Aulil Amri,MH 

Kata Kunci                  : Hukum Pidana Islam, Sanksi Administratif,Penggunaan  
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TRANSLITERASI 

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 

ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan 

kata Arab adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan 

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 
 ṭ ط 61

t dengan titik di 

bawahnya 

 B ب 2
 

 ẓ ظ 61
z dengan titik di 

bawahnya 

  „ ع T  61 ت 3

 Ś ث 4
s dengan titik di 

atasnya 
 Gh غ 61

 

  F ف J  02 ج 5

 ḥ ح 6
h dengan titik di 

bawahnya 
 Q ق 06

 

  K ك Kh  00 خ 7

  L ل D  02 د 8

 Ż ذ 9
z dengan titik di 

atasnya 
 M م 02

 

  N ن R  02 ر 10

  W و Z  01 ز 11

  H ه S  01 س 12

  ‟ ء Sy  01 ش 13

 Ş ص 14
s dengan titik di 

bawahnya 
 Y ي 01

 



 

 

  ix 

 

 ḍ ض 15
d dengan titik di 

bawahnya 
   

 

 

2. Konsonan 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabunganantara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

َ   ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ    و  Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

 

 haula =                                  هول ,kaifa =كيف
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

 Fatḥah dan alifatau ya Ā ا  /ي

 Kasrah dan ya Ī ي  

 Dammah danwau Ū و  

 

Contoh: 

 qāla =ق ال  

م ي  ramā =ر 

 qīla =ق يْل   

 yaqūlu =ي قوْل  

 

4. Ta Marbutah  (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrahdan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah ( ة) mati 

Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya 

adalah h. 
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c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikutioleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah 

maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikandengan h. 

Contoh: 

: rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 

:al-Madīnah al-Munawwarah/ 

al-Madīnatul Munawwarah 

  : Ṭalḥah 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 

tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU  

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

 Permasalah sampah masih terus dibahas secara nasional karena di 

kota-kota besar di Indonesia sampah masih menjadi tugas yang tidak tidak 

ada habisnya. Sampah adalah sebutan dari sisa produk yang tidak digunakan 

berupa materi padat, cair, atau gas. Bila sampah masuk ke dalam lingkungan 

yakni air, udara, dan tanah maka kualitas lingkungan akan menurun. Hal 

inilah yang sebut dengan pencemaran lingkungan.
1

 Agama Islam juga 

mengatur tentang aspek-aspek kehidupan yang ada di muka bumi dalam hal 

bagaimana manusia menjaga kebersihan lingkungan. Di dalam Al-Qur‟an 

dan Al-Sunnah dijelaskan tentang bagaimana Islam memperhatikan masalah 

kesehatan dan kebersihan lingkungan, ini menunjukan bahwa anjuran-

anjuran untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan bukan hal 

yang baru dalam Islam. Kebersihan dan kesehatan didefenisikan Ahmad 

syauqi Al-fanjari sebagai kegiatan menciptakan lingkungan yang sehat dan 

terhindar dari penyakit dengan menjaga kebersihan lingkungan.
2
 

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, kebersihan merupakan salah satu 

unsur penting. Islam menganggap kebersihan tergolong dalam suatu system 

ibadah dan peradaban. Oleh sebab itu, kebersihan menjadi bagian dalam 

kehidupan sehari-hari bagi umat muslim, salah satu contohnya yaitu dalam 

shalat, seseorang muslim melaksanakan shalat dalam keadaan berhadas dan 

ditempat yang kotor maka shalat nya tidak sah. Oleh karena itu setiap 

                                                           
1
 Purnama Rizki, Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan keindahan 

Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 

2020), hlm. 1 
2
 Ahmad Syauqi Al-Fanjari, Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam (Jakarta: BUMI 

Aksara, 2006). hlm. 9. 

 



2 

 

 

 

tindakan pelanggaran yang dilakukan mengganggu ketentraman dan 

kedamaian masyarakat akan dianggap kejahatan oleh Allah SWT.
3
 

Di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh pengelolaan sampah 

termasuk sampah sudah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 

Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 1 disebutkan bahwa 

“Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam 

yang berbentuk padat”. Pasal 8 Ayat 1 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 

Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pembatasan 

timbulan sampah dilakukan melalui (a) pembatasan penggunaan kantong 

plastik di supermarket, swalayan, mall, toko dan dari sumber sampah 

lainnya dan (b) pembatasan timbulan sampah kertas di perkantoran baik 

kantor pemerintah maupun swasta. Bahkan Pasal 8 Ayat (2) menegaskan 

bahwa Supermarket, swalayan, mall, toko, dan tempat usaha lainnya yang 

memberikan kantong plastik kepada konsumen wajib menggunakan kantong 

plastik yang ramah lingkungan. Jika pembatasan penggunaan sampah 

termasuk kantong plastik ini juga dikenakan sanksi, sebagai mana tertuang 

dalam Pasal 40 Ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 

Tentang Pengelolaan Sampah yakni diancam dengan pidana kurungan atau 

denda. Pasal 38 ayat 1 tentang Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian 

berbunyi (c) mengawasi kegiatan rutin pengelolaan sampah yang dilakukan 

Pemerintah Kota baik dalam penggunaan tenaga kerja maupun peralatan, (d) 

mengawasi tindakan-tindakan/perilaku masyarakat dan dunia usaha yang 

tidak taat pada aturan tentang pengelolaan sampah.
4
 

                                                           
3
 Abdurrahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2007), hlm. 12. 
4
 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah 
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Terkait sanksi pidana disebutkan pada Pasal 40 ayat (1) Qanun Kota 

Banda Aceh No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan 

bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diancam dengan pidana kurungan 

atau denda. Lebih lanjut pada Pasal (2) disebutkan bahwa pidana kurungan 

atau denda membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia 

diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 

maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Membuang 

sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya dan mendatangkan 

sampah dari luar kota tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling 

lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah). Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan 

teknis pengelolaan sampah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah). Mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau 

sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari 

sumbernya hingga ke TPA diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 

(tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah); dan memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak 

ramah lingkungan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 

bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). 

Jika pembatasan penggunaan sampah termasuk kantong plastik ini 

juga dikenakan sanksi, sebagai mana tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) 

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan 



4 

 

 

 

Sampah yakni diancam dengan pidana kurungan atau denda.
5
 Tidak hanya 

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan 

Sampah yang ditetapkan pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberikan 

sanksi pidana kepada pelaku, namun dalam hal pembatasan penggunaan 

kantong plastik juga ditetapkan ketentuan sanksi yaitu Peraturan Walikota 

Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan 

Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall. Perwal ini merupakan 

peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a 

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

Sampah, pembatasan timbunan sampah salah satunya dilakukan melalui 

pembatasan penggunaan kantong plastik di Supermarket, Swalayan, Mall, 

Toko dan dari sumber sampah lainnya.
6
 Tujuan dari ditetapkannya Perwal 

ini adalah untuk membatasi penggunaan kantong plastik dan mengendalikan 

timbulan sampah plastik di Banda Aceh serta untuk mencegah kerusakan 

lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik karena sifat 

bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah.   

Pembatasan penggunaan kantong plastik yang dimaksudkan oleh 

Perwal ini sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan 

dengan cara tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah 

lingkungan, menyediakan kantong plastik atau kantong belanja ramah 

lingkungan, menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dan 

melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu hari dalam 

sepekan. Hal ini wajib dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan 

Pasal 8 ayat (1) serta apabila pelaku usaha tidak menjalankan ketentuan 

                                                           
5
 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah 

6
 Lihat Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Qanun Kota Banda Aceh 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah  
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yang telah diatur dalam Perwal ini maka akan diberikan sanksi administratif 

berupa teguran, lisan, tertulis, penghentian sementara kegiatan dan 

pencabutan sementara izin.  

Dengan berbagai permasalah pelanggaran hukum di atas terkait 

penerapan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 

tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan 

dan Mall, maka peneliti ingin menulis proposal skripsi dengan judul 

“Persepektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Administratif Pada 

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan 

Mall”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda 

Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan 

Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall? 

2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi 

administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di 

Supermarket, Swalayan dan Mall? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota 

Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan 

Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall. 

2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi 

administratif pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di 

Supermarket, Swalayan dan Mall? 

 

D.  Kajian Pustaka  

Kajian terdahulu sangat penting karena akan menjadi acuan bagi 

peneliti untuk memperkaya teori dan pengetahuan, menjadi bahan evaluasi 

agar menciptakan penelitian baru yang lebih up to date dan akurat. adapun 

penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti adalah:  

Jurnal yang ditulis oleh Purwowibowo, Syech Hariyono dan Djoko 

Wahyudi tahun 2017 dengan judul “Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis 

Lingkungan (Community Social Work Based On Environmental)”.
7
 Jurnal 

ini membahas tentang pentingnya faktor lingkungan dalam mendukung 

Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial. Praktik kesejahteraan sosial masih 

menggunakan pendekatan case work, group work, community organization 

dan community development. Sekarang telah disadari oleh para pakar 

kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial bahwa masalah kesejahteraan 

sosial juga berasal dari degradasi lingkungan. Metode intervensi ini berbasis 

lingkungan, sehingga dalam mengatasi masalah sosial, pekerja sosial bisa 

melakukan pembelaan terhadap korban kerusakan lingkungan dan mampu 

                                                           
7

Purwowibowo, dkk,  Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan 

(Community Social Work Based On Environmental)”, 118 Share: Social Work Jurnal, 

Volume: 7, http:// journal.unpad.ac.id/share/article/view/13810, di akses pada 5 Maret 2022  
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berperan aktif dalam memberikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

unsur lingkungan sebagai usaha mencapai kesejahteraan masyarakat, 

Persoalan atau isu mengenai perubahan iklim sangat bermanfaat bagi ahli 

kesejahteraan sosial dan pekerja sosial untuk melakukan intervensinya. 

Perannya sangat penting terutama di dalam mengurangi emisi karbon, 

mendorong masyarakat untuk menggunakan energi bersih dan melindungi 

masyarakat dari dampak negatif perubahan iklim dengan menguatkan 

induvidu dan komunitas serta membantu masyarakat mendapatkan energi 

yang berbasis teknologi ramah lingkungan. Perannya menjadi terdepan di 

dalam menginisiasi penggunaan energi yang efisien yang dapat mengurangi 

sumbangannya terhadap timbulnya perubahan iklim. maka pekerja sosial 

yang berbasis lingkungan ini disebut sebagai „Green social worker” 

Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Alvionita Rizqi Aulia, alumnus 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Kesadaran 

Lingkungan terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mengurangi Sampah 

Plastik di Kelurahan Pondok Labu”
8
. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran lingkungan 

terhadap perilaku masyarakat dalam mengurangi sampah plastik. Adapun 

yang menjadi perbedaan dengan penulisan penulis adalah dari segi peratuan 

yang digunakan, lokasi penelitian dan penulis membahas tentang 

pembatasan penggunaan kantong plastik. 

                                                           
8
 Alvionita Rizqi Aulia “Pengaruh Kesadaran Lingkungan terhadap Perilaku 

Masyarakat dalam Mengurangi Sampah Plastik di Kelurahan Pondok Labu” , Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 

2019, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47292, di akses pada 5 Maret 

2022 
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Penelitian jurnal dengan judul “Pengaruh Green Marketing 

Kebijakan Kantong Plastik Berayar terhadap Green Behaviour Masyarakat 

Kota Bogor” oleh Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika, Fakultas 

Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia, pada 

tahun 2017
9

. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor green 

marketing yang memiliki pengaruh paling besar adalah Know your 

customer, artinya dalam pembuatan kebijakan pemerintah harus benar-benar 

mengetahui sampai dimana tingkat kepedulian masyarakat terhadap 

lingkungan, hasil tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi pengetahuan 

pemerintah mengenai kondisi konsumen maka kebijakan yang diterapkan 

dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat dalam hal penggunaan 

kantong belanja plastik akan semakin meningkatkan green behavior. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian 

yang dirancang Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika ini berfokus pada 

kebijakan kantong plastik berbayar bukan pada kebijakan terbaru Peraturan 

Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong 

belanja ramah lingkungan seperti yang akan peneliti teliti, sedangkan 

peneliti membahas Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 

2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, 

Swalayan dan Mall. 

Penelitian yang ditulis oleh Bahagia, dkk pada tahun 2019 alumnus 

Universitas Serambi Mekkah, program studi Teknik Lingkungan, Fakultas 

Teknik, yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik 

                                                           
9

 Ayi Indah Novianti dan Lindawati Kartika, Pengaruh Green Marketing 

Kebijakan Kantong Plastik Berayar terhadap Green Behaviour Masyarakat Kota Bogor” 

Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol.2, No.1, Februari 2017, https://media.neliti.com/ 

media/ publications/ 259326-pengaruh-green-marketing-kebijakan-kanto-cf7524cf.pdf, di 

akses pada 5 Maret 2022 
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Berbayar di Ritel Modern, Banda Aceh”
10

. Penelitian ini membahas tentang 

analisis implementasi kebijakan dengan analisis SWOT. Strategi internal 

memiliki kekuatan paling tinggi (3,39) yaitu mengurangi penggunaan 

kantong plastik di lingkungan. Namun pada sisi kelemahan paling tinggi 

(2,88) yaitu diterapkan hanya pada toko ritel dan tidak menyeluruh. Pada 

strategi eksternal dengan nilai peluang paling tinggi (3,51) yaitu memberi 

kesempatan kepada produsen dalam usaha kerajinan tas ramah lingkungan. 

Sedangkan untuk nilai hambatan paling tinggi (1,76) yaitu kurangnya 

sosialisasi dari pegawai kasir kepada konsumen mengenai kebijakan 

kantong plastik berbayar. Adapun yang menjadi perbedaan dengan 

penulisan penulis adalah dari segi peratuan yang digunakan, lokasi 

penelitian dan penulis membahas tentang pembatasan penggunaan kantong 

plastik. 

 

E. Penjelasan Istilah 

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka 

penting diberikan penjelasan terkait istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Peraturan Wali Kota 

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan disebutkan bahwa peraturan daerah, 

kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama 

kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam 

Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 

                                                           
10

 Bahagia, dkk, Analisis Implementasi Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di 

Ritel Modern, Banda Aceh, jurnal Serambi Engineering, Volume IV, No.2, Juli 2019, 

http://ojs.serambi mekkah.ac.id/jse/article/view/1333, di akses pada 5 Maret 2022 

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
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Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal 

dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua dikenal istilah 

Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Selanjutnya 

pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 

1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama 

Bupati/Wali kota. 

2. Penggunaan Kantong Plastik  

Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau 

mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic 

synthetic polymeric atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa 

pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkat 

dan/atau mengangkut barang. Pengguna kantong plastik adalah setiap 

orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau 

membawa barang. 

 

3. Swalayan 

Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual 

berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, 

departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk 

perkulakan.
11

  

 

                                                           
11

 Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Pengmabangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 

Pasal 1 ayat (3) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun
https://id.wikipedia.org/wiki/Papua
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Daerah_Khusus&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_Provinsi
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4. Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh 

Syara‟ dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, 

atau ta’zir. Syara‟ adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana 

apabila dilarang oleh Syara‟. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-

Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh 

Syara‟ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.
12

 

 

F. Metode Penelitian 

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu 

memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode 

penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan 

yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. 

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian 

hukum empiris.
13

 Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi 

menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau 

empiris.
14

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengen jenis 

penelitian normatif. 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis yaitu 

pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 

                                                           
12

 Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, 

(Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), hlm. 2. 
13

 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 

2015), hlm 51. 
14

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2003), hlm 42-43. 
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menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan.
15

 Pendekatan undang-undang (status approach) yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.
16

 

2. Jenis Penelitian 

 Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif (normative law research) yaitu menggunakan 

studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya 

mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum 

yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian 

jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin 

hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, 

taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
17

 

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum.
18

 Penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder.
19

 

 Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan 

hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum 

                                                           
15

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 

hlm. 75. 
16

  Peter Mahmud Muzaki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93. 
17

  Abdulkadir, Hukum dan Penelitian, Cet 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 

hlm, 52  
18

 Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 41. 
19

  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: 

Raja. Grafindo Persada, 2016), hlm. 52. 



13 

 

 

 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.
20

 Pemilihan jenis hukum normatif karena penelitian ini ingin 

menjelaskan perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi administratif 

yang dimuat dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 

2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, 

Swalayan dan Mall di Kota Banda Aceh.  

Jenis penelitian ini mencakup penelitian lapangan (Field Research) 

dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan ialah 

penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.
21

 

Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta 

yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan 

berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat 

penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan cara 

mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, 

qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang 

berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang 

akurat dan jelas. 

 

3. Sumber data 

Adapun bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum 

primer dan data sekunder. 

1. Bahan hukum primer adalah data pokok yang diperlukan dalam 

penelitian, diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari 

lokasi yang objeknya penelitian, atau keseluruhan dan data hasil 

                                                           
20

 Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, (Medan: 2009), hlm. 19. 

               
21

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, ...., hlm. 143  
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penelitian yang diperoleh di lapangan. Menurut Suharsini Arikunto 

bahan hukum primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak 

pertama, biasanya dapat melalui wawancara, dan lain-lain.
22

 Dengan 

kata lain merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslinya. Data perimer dalam penelitian ini antara lain 

diperoleh dari hasil wawancara dan Peraturan Wali Kota Banda 

Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan 

Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall. 

2. Bahan hukum sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang 

diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. 

Menurut Sugiyono Sumber sekunder adalah sumber data yang 

diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami 

melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta 

dokumen.
23

 Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber 

lain seperti Buku-buku, yang berkaitan dengan judul skripsi dan 

informasi yang berhubungan dengan internet.  

 

4.  Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

 

a. Wawancara 

 Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara 

lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat 

                                                           
22

 Tim Penyusun, Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia: Vol. 

VIII, No.2, Summer 2016, hlm. 23. 
23

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum…, hlm. 23  
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pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari 

informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.
24

 

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
25

 Wawancara 

dalam penelitian ini ialah wawancara terbuka dan mendalam yaitu 

wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan 

pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap 

informan. Dalam wawancara terbuka ini peneliti akan melakukan 

pertanyaan secara langsung dan bebas kepada peneliti dan informan 

bebas untuk menjawab. 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak 

pimpinan DLHK Kota Banda Aceh, Kasi pengelolaan sampah DLHK 

dan masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis 

terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar 

hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam 

suara berupa recorder. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 

menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-

buku, karya ilmiah berupa jurnal dan skripsi, ensiklopedia, internet dan 

sumber-sumber lain yang berhubungan dengan kajian hukum pidana 

Islam tentang sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda 

Aceh Nomor 111 tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong 

                                                           
24

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajahmada 

Press, 2007), hlm. 118 
25

 Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 

2005), hlm. 29-30 
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Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall di kota Banda Aceh oleh 

pemerintah Kota Banda Aceh. 

 

5. Analisa data 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya 

penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan 

menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil 

menyimpulkan kebanaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab 

persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode 

analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif 

kualitatif. Analisi data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang 

dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan 

data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara 

keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Berdasarkan keterangan 

di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari 

berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan. 

Analisis data dekriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan 

terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data 

menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan 

data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. 

a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi baik yang besifat primer maupu data sekunder. 

b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum 

semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data 
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yang bersifat pokok, menfo-kuskan pada hal-hal yang penting, 

sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas. 

c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka 

langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan 

data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, 

sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat. 

d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas 

apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan 

yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan 

masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.
26

 

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan 

penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan 

yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya 

tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi 

pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci. 

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan 

penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah dan metode penelitian yang 

kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan. 

                                                           
26

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif…, hlm. 261-261. 
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Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori 

menyangkut hakikat sanksi administasi, pengertian pembatasan penggunaan 

kantong plastik, dasar hukum pembatasan penggunaan kantong plastik, 

tujuan pembatasan penggunaan kantong plastik, pembatasan penggunaan 

kantong plastik menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 

Tahun 2020 serta pembatasan penggunaan kantong plastik bagi swalayan 

menurut Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 tahun 2020 dan 

hakikat hukum pidana Islam. 

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian 

terkait sanksi administratif Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 

Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di 

Supermarket, Swalayan dan Mall di Kota Banda Aceh dan perspektif hukum 

pidana Islam terhadap sanksi administratif pada Peraturan Wali Kota Banda 

Aceh Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong 

Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall Kota Banda Aceh. 

Bab empat, berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas 

sebelumnya dan saran saran. 
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BAB DUA 

PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI 

SWALAYAN DAN MALL DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA 

ISLAM 

 

A. Pengertian Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik 
 

Plastik merupakan bahan organik yang mempunyai kemampuan 

untuk dibentuk ke berbagai bentuk, apabila terpapar panas dan tekanan. 

Plastik dapat berbentuk batangan, lembaran, atau blok, bila dalam bentuk 

produk dapat berupa botol, pembungkus makanan, pipa, peralatan makan, 

dan lain-lain. Komposisi dan material plastik adalah polymer dan zat aditif 

lainnya. Polymer tersusun dari monomer-monomer yang terikat oleh rantai 

ikatan kimia.
27

  

Perkembangan plastik bermula dari ditemukannya plastik pertama 

yang berasal dari polymer alami, yakni selluloid pada tahun 1869 oleh 

investor Amerika John W, Hyatt dan dibentuk pada tahun 1872. Plastik 

pertama tersusun oleh nitrat selulosa, kamfer, dan alkohol. Plastik menjadi 

industri modern setelah adanya produksi Bakelite oleh American Chemist L. 

H Baakeland pada tahun 1909. Bakelite tersusun dari polymer fenol dan 

formaldehid. Dalam perkembangannya, plastik digunakan dalam berbagai 

bentuk dan kegunaan, seperti peralatan makan, pembungkus makanan, lensa 

optik, struktur bangunan, furniture, fiberglass, dan lain-lain. Plastik dapat 

dikelompokkan menjadi dua macam yaitu thermoplastic dan thermosetting.  

Thermoplastic adalah bahan plastik yang jika dipanaskan sampai 

suhu tertentu, akan mencair dan dapat dibentuk kembali menjadi bentuk 

yang diinginkan. Sedangkan thermosetting adalah plastik yang jika telah 

                                                           
27

 Purwaningrum, Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan, 

JTL Vol 8 No.2 (2016), hlm. 142 
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dibuat dalam bentuk padat, tidak dapat dicairkan kembali dengan cara 

dipanaskan. Berdasarkan sifat kedua kelompok plastik tersebut maka 

thermoplastic adalah jenis yang memungkinkan untuk didaur ulang. Jenis 

plastik yang dapat didaur ulang diberi kode berupa nomor memudahkan 

dalam mengidentifikasi dan penggunaannya.  

Menurut Nasiri secara umum plastik mempunyai sifat yaitu densitas 

yang rendah; isolasi terhadap listrik; mempunyai kekuatan mekanik yang 

bervariasi; ketahanan terhadap suhu terbatas; ketahanan terhadap bahan 

kimia bervariasi. Plastik mudah terbakar, sehingga mengakibatkan ancaman 

terjadinya kebakaran pun semakin meningkat. Asap hasil pembakaran bahan 

plastik sangat berbahaya karena mengandung gas-gas beracun seperti 

hidrogen sianida (HCN) dan karbon monoksida (CO). Hidrogen sianida 

berasal dari polimer berbahan dasar akrilonitril, sedangkan karbon 

monoksida sebagai hasil pembakaran tidak sempurna. Hal inilah yang 

menyebabkan sampah plastik sebagai salah satu penyebab pencemaran 

udara dan mengakibatkan efek jangka panjang berupa pemanasan secara 

global pada atmosfer bumi.
28

 Sampah plastik yang berada dalam tanah yang 

tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme menyebabkan mineral-mineral 

dalam tanah baik organik maupun anorganik semakin berkurang, hal ini 

menyebabkan jarangnya fauna tanah, seperti cacing dan mikorganisme 

tanah, yang hidup pada area tanah tersebut, dikarenakan sulitnya untuk 

memperoleh makanan dan berlindung.
29

 

Keunggulan plastik dibandingkan dengan material lain diantaranya 

kuat, ringan, fleksibel, tahan karat, tidak mudah pecah, mudah diberi warna, 

                                                           
28

 Nasiri, Plastik Ramah Lingkungan dalam Majalah Sentra. POLIMER, Tahun 

VII nomor 27, (2008), hlm. 21. 
29

 Ahman dan Dorgan, Pengertian Plastik. Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (Meda: Universitas Sumatera Utara Medan, 2007), hlm. 15. 
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mudah dibentuk, serta isolator panas dan listrik yang baik. Sampah plastik 

sebenarnya terdiri dari beberapa jenis. Sebagian dapat diolah kembali 

menjadi beberapa macam produk. Namun instansi penyedia jasa daur ulang 

(plastic factories) tidak begitu saja menerima limbah plastik untuk didaur 

ulang. Mereka memiliki standar yang bervariasi. 

Berbagai negara telah menerapkan berbagai kebijakan dalam upaya 

mengurangi timbulan sampah yang berasal dari kantong plastik. Sementara 

itu di Indonesia, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah harus dirubah dari 

kumpulangkut-buang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang 

sumber daya. Pendekatan end of pipe diganti dengan prinsip 3R (reduce, 

reuse, recycle), tanggung jawab produsen atau extended producer 

responsiblity (EPR), daur ulang material (material recovery), daur ulang 

energi (energy recovery), pemanfaatan sampah (waste utilisation), dan 

pemrosesan akhir sampah di TPA berwawasan lingkungan.
30

  

Prinsip tersebut dilaksanakan dari hulu saat barang belum 

dimanfaatkan, sampai hilir saat barang dan kemasan mencapai akhir masa 

gunanya. Implementasi kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sampah 

ini, pemerintah telah menetapkan target pengurangan dan pengolahan 

sampah, sampah plastik termasuk di dalamnya, sebesar 20% dari total 

timbulan sampah pada tahun 2019. Penetapan target tersebut 

mempertimbangkan: (1) penyusunan skala prioritas jenis sampah plastik apa 

yang perlu ditangani terlebih (misalnya: kantong plastik, styrofoam, 

bungkus makanan), (2) jumlah target pengurangan dan daur ulang sampah 

                                                           
30

 Anih Sri Suryani, Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah 

(Studi Kasus Bank Sampah Malang), Jurnal Aspirasi Vol. 5 No. 1, (2014), hlm. 72. 
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plastik didasarkan hasil perhitungan realistik, terukur, dan bertahap, dan (3) 

prioritas wilayah pengurangan dan daur ulang sampah plastik.
31

 

Terkait hal tersebut, pemerintah sedang melakukan berbagai upaya 

seperti: 

1. Pembatasan penggunaan kantong plastik belanja, baik di retailer 

modern maupun pasar tradisional. Program green mall atau green 

retailer bisa menjadi pilihan. 

2. Optimalisasi daur ulang sampah plastik yang sudah ada yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor informal maupun 

masyarakat. 

3. Kemitraan pemerintah dan produsen penghasil barang dan/atau 

barang dengan kemasan plastik. 

4. Sosialisasi program pemilahan dan daur ulang sampah plastik 

melalui Program Bank Sampah.
32

  
 

Surat Edaran pertama yang dikeluarkan terkait pengurangan kantong 

plastic adalah Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: SE-06/PSLB3-

PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik 

Berbayar Pada Usaha Ritel Modern. Dalam surat edaran ini dijelaskan 

bahwa salah satu arah kebijakan pemerintah dalam rangka pengurangan 

sampah, khususnya sampah kantong plastik, adalah penerapan kebijakan 

kantong plastik berbayar di seluruh gerai pasar modern di Indonesia. 

Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu strategi guna 

menekan laju timbulan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi 

bahan pencemar bagi lingkungan hidup.
33
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 Anih Sri Suryani, Persepsi Masyarakat dan Analisis Willingness To Pay 

Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Studi di Jakarta dan Bandung, Jurnal 

Volume 21 Nomor 4 (2016), hlm. 359-376. 
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 Anih Sri Suryani, Persepsi Masyarakat dan Analisis…, hlm. 376. 
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 Arieyanti Dwi Astuti, Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya 

Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik, Jurnal Litbang Vol. XII, No. 1 (2016), hlm. 32-
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Ketentuan mengenai kantong plastik berbayar ini diuraikan dalam 

Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun 

Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan 

Kantong Plastik Berbayar. Dalam surat edaran tersebut, minimal harga satu 

kantong plastik adalah Rp200,-. Akan tetapi, ada kota yang menerapkan 

harga di atas harga tersebut, seperti contohnya Balikpapan, yakni seharga 

Rp.1.500,-. Surat Edaran 1230/2016 menyebutkan bahwa ketentuan ini 

merupakan tindaklanjut hasil pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

(BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi 

Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO). Beberapa ketentuan dalam 

SE 1230/2016 ini antara lain:
34

 

1. Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-

cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan 

kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong 

plastik dari gerai ritel. 

2. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan 

APRINDO menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba 

penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- per 

kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

3. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 
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 Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: 
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4. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, 

Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati agar 

spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan 

dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar 

nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga independen 

yang ditugaskan untuk itu. 

5. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung 

kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, 

dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab 

sosial perusahaan melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha 

ritel. 

6. Ketentuan ini juga berlaku untuk usaha ritel modern yang bukan 

anggota APRINDO. 

 

B. Dasar Hukum dan Tujuan Pembatasan Penggunaan Kantong 

Plastik 
 

Pembatasan penggunaan kantong plastik yang dilaksanakan oleh 

pemerintah tentu memiliki dasar hukum tersendiri, yakni sebagai berikut: 

1. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan 

Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: SE-06/PSLB3-

PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong 

Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
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Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347). 

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 223). 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 274). 

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 

tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

70/M-MAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Peraturan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;  

7. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan 

Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang 

Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. 

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734). 

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang 
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Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545). 

10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

Sampah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 

1). 

11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2018 tentang 

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Banda 

Aceh Tahun 2018 Nomor 46); 

12. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan 

dan Mall. 

Pasal 3 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 

tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan 

dan Mall menyebutkan bahwa tujuan ditetapkannya pembatasan 

penggunaan kantong plastik adalah untuk:
35

 

1. Membatasi penggunaan kantong plastik 

2. Mengendalikan timbulan sampah plastik 

3. Mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan 

kantong plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh 

alam dan dapat meracuni tanah. 

4. Menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem. 
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 Pasal 3 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall  
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5. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan warga daerah dari 

ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 

disebabkan oleh penggunaan kantong plastik 

6. Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam 

perlindungan lingkungan hidup 

7. Mengurangi beban dan/atau memperpanjang usia TPA. 

 

C. Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Swalayan Menurut 

Peraturan  Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 

 

Di Kota Banda Aceh pembatasan penggunaan kantong plastik diatur 

dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan 

Mall. 

Pasal 1 ayat (8): 

Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung 

bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic 

polymeric atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan 

tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkat dan/atau 

mengangkut barang. 

 

Pasal 1 Ayat (9) 

Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang 

mudah terurai minimal seperti plastik biodegradable dan/atau plastik 

yang terbuat dari bahan dasar organik.  

Pasal 1 Ayat (10): 

Kantong plastik tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang 

karena bahan-bahan dasar pembuatannya mengakibatkan kesulitan 

dalam penguraian kembali melalui proses alamiah sehingga dapat 

mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup. 

Pasal 1 Ayat (11): 

Kantong belanja ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang 

terbuat dari bahan yang tidak mengandung bahan dasar plastik dan 
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terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau 

kantong permanen yang dapat dipakai berulang kali. 

 

Menurut Pasal 4 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di 

Supermarket, Swalayan dan Mall disebutkan bahwa pembatasan 

penggunaan kantong plastik terdapat pada Ayat (1) dan (2): 

Ayat (1)  

Setiap pelaku usaha wajib melaksanakan pembatasan penggunaan 

kantong plastik di tempat usahanya. 

Ayat (2)  

Pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dengan cara: 

1. Tidak menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan; 

2. Menyediakan kantong plastik dan/atau kantong belanja ramah 

lingkungan; 

3. Menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar 

4. Melaksanakan program hari berbelanja tanpa kantong plastik satu 

hari dalam sepekan. 

 

 

Pasal 1 Ayat (12): 

Pelaku usaha adalah pelaku usaha supermarket, swalayan dan mall. 

Pasal 1 Ayat (13): 

Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan 

kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang. 

Pasal 1 Ayat (14): 

Supermarket adalah lembaga perniagaan eceran yang menjual 

berbagai jenis barang yang dikelompokkan ke dalam bagianbagian 

yang diatur dengan teliti dan mempunyai luasan lantai lebih dari 400 

m2. 

Pasal 1 Ayat (15): 

Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual 

berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, 
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supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang 

berbentuk perkulakan. 

Pasal 1 Ayat (16): 

Mall adalah pusat perbelanjaan yang berisikan satu atau beberapa 

departement store besar sebagai daya tarik dari retail-retail kecil dan 

rumah makan dengan tipologi bangunan seperti toko yang 

menghadap ke koridor utama mall atau pedestrian yang merupakan 

unsur utama dari sebuah pusat perbelanjaan (mall), dengan fungsi 

sebagai sirkulasi dan sebagai ruang komunal bagi terselenggaranya 

interaksi antar pengunjung dan pedagang. 

 

D. Pembinaan dan Pengawasan Pembatasan Penggunaan Kantong 

Plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 

tahun 2020 

 

Dalam upaya merealisasikan Peraturan Wali Kota Banda Aceh 

Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di 

Supermarket, Swalayan dan Mall tersebut pemerintah juga melakukan 

pembinaan dan pengawasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu: 

1. Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan 

Keindahan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan 

pengguna kantong plastik. 

2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

sosialisasi dan konsultasi.  

3. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 

dengan mendatangi langsung kantor Dinas Lingkungan Hidup, 

Kebersihan dan Keindahan.  

4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 

usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut: 

a. Secara teknis menunjukan adanya potensi untuk terjadinya 

pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundangundangan; 

dan 

b. Secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan 

izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki 

keterbatasan.  
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Pasal 7 menyebutkan bahwa (1) Walikota melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik. (2) Dalam 

melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota 

membentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait. (3) Tim 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota yang sekurang-kurangnya terdiri dari: 

1. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan; 

2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan; 

3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

 

 

E. Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Pembatasan Penggunaan 

Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh 

Nomor 111 tahun 2020 

 

Tidak hanya sebatas pembinaan dan pengawasan, tetapi bagi pihak 

yang melanggan ketentuan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di 

Supermarket, Swalayan dan Mall juga dikenakan sanksi administrative, 

sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Ayat (1), (2) dan (3). 

Pasal 8 (1)  

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) 

dikenakan sanksi administratif berupa: 

 

a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. penghentian sementara kegiatan; dan 
d. pencabutan sementara izin.  
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Pasal 8 (2) 

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c diberikan kepada pelaku usaha apabila telah dilakukan 

teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang 

waktu 7 (tujuh) hari kerja. 

 

Pasal 8 (3) 

Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan 

selama penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) bulan. 
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BAB TIGA 

PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI 

ADMINISTRATIF PADA PERATURAN WALI KOTA  

BANDA ACEH NOMOR 111 TAHUN 2020  

 

A. Gambaran Umum Implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh 

Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong 

Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall 
 

Sebelum dipaparkan terkait sanksi administrasi yang terdapat dalam 

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan 

Mall dan meninjau sanksi administrasi tersebut berdasarkan perspektif 

hukum pidana Islam, maka pada bagian ini dijelaskan terlebih dahulu hasil 

kajian beberapa literatur terkait bentuk penerapan Peraturan Wali Kota 

Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan 

Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall tersebut, guna 

mengetahui gambaran awal bagaimana peraturan tersebut dijalankan agar 

tidak dilanggar oleh pihak Supermarket, Swalayan dan Mall serta juga 

masyarakat.  

Setelah peneliti melakukan beberapa kajian literatur dan diperkuat 

dengan keterangan pihak DLHK Kota Banda Aceh melalui kegiatan 

wawancara, maka diperoleh pola penerapan Peraturan Wali Kota Banda 

Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong 

Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall dapat dilihat dalam berbagai 

aspeik, yaitu tidak me inyeidiakan kanto ing plastik yang tidak ramah 

lingkungan, meinye idiakan kanto ing plastik dan/atau kanto ing be ilanja ramah 

lingkungan, meineirapkan keibijakan kanto ing plastik beirbayar dan 
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meilaksanakan proigram hari beirbeilanja tanpa kanto ing plastik satu hari dalam 

seipeikan. Untuk lebih jelasnya dapat disimak pada penjelasan di bawah ini. 

 

1. Larangan Penyediaan Kantong Plastik Yang Tidak Ramah 

Lingkungan  
 

Indikatoir peirtama dalam hal ke ibijakan peimbatasan peinggunaan 

kanto ing plastik di swalayan di Ko ita Banda Ace ih ialah tidak meinye idiakan 

kanto ing plastik yang tidak ramah lingkungan. Artinya untuk me ingatasi 

teirjadinya peinggunaan kanto ing plastik o ileih pihak peilanggan maka pihak 

swalayan tidak dibe inarkan meinyeidiakan kanto ing plastik yang tidak ramah 

lingkungan, hal ini be irtujuan supaya masyarakat yang me injadi peilanggan di 

seitiap swalayan me ingeitahui bahwa kanto ing platik dibatasi dalam 

peinggunaannya, hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Pe iraturan Wali 

Koita Banda Ace ih Noimoir 111 Tahun 2020 te intang Peimbatasan Pe inggunaan 

Kanto ing Plastik. 

Peineirapan keibijakan peimbatasan peinggunaan kanto ing plastik di 

swalayan dalam Ko ita Banda Aceih dilakukan de ingan meilibatkan instansi 

teirkait, salah satunya ialah Dinas Lingkungan Hidup Ke ibeirsihan Keiindahan 

Koita (DLHK3) Banda Ace ih. Dalam hal ini pihak pe imeirintah meilalui 

DLHK teilah me ilakukan keibijakan te irutama deingan meimbina usaha rite il 

deingan meimbeintuk tim fasilitato ir yang se icara langsung turun ke i lapangan 

dalam meimbina peilaku usaha swalayan di Ko ita Banda Ace ih. Hal ini 

dikareinakan sudah me injadi tanggung jawab pihak DLHK3 yang dibe irikan 

weiweinang o ileih peimeirintah Koita Banda Aceih. Hal ini seibagaimana yang 

dikeimukakan oileih pihak DLHK3 Koita Banda Aceih, seibagai be irikut: 

Pihak DLHK3 pada tahun 2021 te ilah meimbeintuk tim fasilitato ir 

peingurangan sampah seibanyak 10 o irang. Peimbeintukan fasilitato ir ini 

salah satunya untuk me ireialisasikan seikaligus meimantau peineirapan 
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Peiraturan Wali Ko ita Banda Ace ih Noimoir 111 Tahun 2020 te intang 

Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik di Supe irmarkeit, Swalayan 

dan Mall.
36

 

 

Ungkapan di atas me injeilaskan peineirapan Peiraturan Wali Koita 

Banda Aceih No imoir 111 Tahun 2020 te intang Peimbatasan Peinggunaan 

Kanto ing Plastik te irseibut dilakukan de ingan meimbeintuk tim fasilitatoir yang 

seicara langsung turun kei lapangan dalam me imbina peilaku usaha swalayan 

di Koita Banda Ace ih. Pada keigiatan peimbinaan usaha rite il dalam rangka 

peineirapan keibijakan peimbatasan peinggunaan kanto ing plastik di swalayan 

dalam Koita Banda Ace ih oileih pihak peimeirintah turun seicara langsung ke i 

lapangan dalam me ilakukan peimbinaan karyawan dan pe imilik usaha rite il. 

Hal ini dikareinakan sudah me injadi tanggung jawab pihak DLHK3 yang 

dibeirikan weiweinang o ileih peimeirintah Koita Banda Aceih, seibagaimana yang 

diungkapkan oileih pihak DLHK seibagai beirikut: 

Kami pihak DLHK be irtanggung jawab untuk me ilakukan surve ii seirta 

meindata jumlah sampah plastik yang dihasilkan dari je inis usaha 

teirseibut. Seilain meimoinitoiring meireika juga me inye ibarkan se ileibaran 

Peirwal No imoir 111 teintang Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik 

di Supeirmarkeit, Swalayan dan Mall.
37

 

 

Peineigakan hukum te irkait peimbatasan peinggunaan kanto ing plastik di 

Koita Banda Ace ih dilakukan o ileih pihak DLHK Ko ita Banda Ace ih deingan 

meingadakan beirbagai peingawasan seicara langsung ke i lapangan guna 

meimbeirikan te iguran seicara langsung ke ipada peilaku swalayan yang 

meinggunakan kanto ing plastik pada hari-hari yang sudah dilarang. Re ialisasi 

larangan peinggunaan kanto ing plasti o ileih pihak DLHK3 Ko ita Banda Aceih 

                                                           
36

 Wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 

Banda Aceh, Tanggal 25 November 2023. 
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teirlihat deingan me ilakukan razia atau pe imantauan teirhadap keigiatan yang 

dilakukan o ileih pihak swalayan dalam me inggunakan kanto ing plastic 

teirseibut. Hal ini dipe irkuat o ileih keiteirangan salah satu pihak swalayan di 

Koita Banda Aceih, yakni seibagai beirikut: 

Kanto ing plastik yang dibe irikan keipada peimbeili meirupakan kanto ing 

plastik ramah lingkungan, yang bahan bakunya te irbuat dari kain. 

Namun, kareina sampai saat ini be ilum ada peitunjuk te iknis dari 

Keimeinteirian Lingkungan Hidup me ingeinai bagaimana standar 

kanto ing plastik ramah lingkungan yang dapat dipe irgunakan, maka 

dalam kunjungan pe ingawasan ini, pe itugas meinyita le imbar kanto ing 

plastik yang dilarang pe imakaiannya.
38

  

 

Proiseis imple imeintasi Peiraturan Wali Koita Banda Ace ih Noimoir 111 

Tahun 2020 teintang Pe imbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik ini sangat 

didukung oileih lingkungan e ikoinoimi Ko ita Banda Aceih, kareina jarang 

diteimukan peilanggaran dari pihak pe ilaku usaha. Jika meilihat koindisi 

eikoinoimi masyarakat Ko ita Banda Aceih yang sangat be iragam yaitu mulai 

dari kalangan atas hingga kalangan re intan. Meiskipun beigitu tingkat 

eikoinoimi masyarakat tidak me imbuat meireika acuh teirhadap peiraturan yang 

ada. Hal teirseibut dapat dilihat de ingan seimakin banyaknya masyarakat yang 

mau dan sadar untuk me inggunakan kanto ing beilanja alteirnatif ramah 

lingkungan dalam me ilakukan jual beili. Minimnya pe inoilakan untuk me imbeili 

kanto ing alteirnatif ramah lingkungan yang te ilah diseidiakan o ileih reitail 

moideirn seimakin me iyakinkan peineiliti bahwa tingkat e ikoino imi masyarakat 

dapat meindukung dalam pe ilaksanaan Peiraturan Wali Ko ita Banda Ace ih 

Noimoir 111 Tahun 2020 te intang Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik 

ini. 
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 Wawancara dengan Pihak Swalayan Kota Banda Aceh, Tanggal 23 November 
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Peimbatasan peinggunaan kanto ing plastik o ileih pihak swalayan di 

Koita Banda Ace ih yang dilakukan o ileih peimeirintah meilalui DLHK dan 

Satpo il PP dimulai de ingan peinyusunan age inda yang akan dilakukan dalam 

jangka seitahun kei deipan. Ageinda yang disusun te irkait aspe ik anggaran, 

keibijakan yang akan dilakukan se irta peineintuan pihak lain yang akan 

dilibatkan baik le imbaga maupun keiloimpo ik keiseinian. Hal ini se isuai deingan 

teioiri keibijakan yang dike imukakan o ileih Andeirsoin yang dikutip o ileih 

Winarnoi

39
 dimana se itiap keibijakan yang akan dilakukan harus diawali tahap 

peinyusunan ageinda peirmasalahan publik. 

 
Gambar 3.1 

Mateiri So isialisasi Larangan Hari Se inin Tanpa Kanto ing Plastik  

 

Gambar di atas me injeilaskan bahwa pihak DLHK3 Ko ita Banda Aceih 

dalam peinanganan pe inggunaan kanto ing plastik di swalayanan sudah 

meilakukan peinyusunan beirbagai pro igram dan ageinda yang akan dite irapkan 
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 Winarno, Ke ibijakan Publik :Te io iri dan Proise is, (Yo igyakarta: Me idia Preiss, 

2017), hlm. 69. 
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di lapangan se ipeirti infoirmasi teintang beilanja tanpa kanto ing ramah 

lingkungan dan larangan-larangan dalam pe inggunaan kanto ing plastik 

teirseibut. Peinyusunan age inda untuk peimbatasan peinggunaan kanto ing plastik 

oileih pihak swalayan di Ko ita Banda Aceih dilakukan o ileih seitiap karyawan 

DLHK dalam be irbagai bidang te irkait beirbagai keibijakan yang akan diambil 

baik dari pro igram-proigram keigiatan yang akan dijalankan ke ideipannya, 

sarana dan prasarana pe indukung dan anggaran yang dibutuhkan dalam 

meilakukan ageinda yang disusun. Dalam hal ini be irbagai pihak yang 

meinjadi bagian dari DLHK Ko ita Banda Ace ih dituntut beikeirja deingan baik 

dalam meireincanakan pe ilaksanaan pro igram keideipannya te irkait pe imbatasan 

peinggunaan kanto ing plastik o ileih pihak swalayan di Ko ita Banda Aceih. 

Peinyusunan age inda untuk impleimeintasi keibijakan peimbatasan 

peinggunaan kanto ing plastik o ileih pihak swalayan di Ko ita Banda Ace ih 

teirseibut juga diawasi o ileih pimpinan leimbaga DLHK te irutama dalam 

meinjalin keirja sama de ingan beirbagai le imbaga atau instansi lain yang te irkait 

deingan ageinda-ageinda yang sudah disusun untuk dijalankan ke ideipannya 

seipeirti leimbaga pe imeirintah Koita Banda Ace ih, Satpo il PP dan se imua pihak 

swalayan yang akan me injadi bagian untuk diikutse irtakan dalam peineirapan 

keibijakan peimbatasan peinggunaan kanto ing plastik o ileih pihak swalayan di 

Koita Banda Aceih. Hal ini seibagaimana yang dinyatakan Ande irsoin
40

 bahwa 

tahap peinyusunan age inda, para peijabat yang dipilih dan diangkat 

meineimpatkan masalah pada age inda publik. Se ibeilumnya masalah ini 

beirkoimpeitisi teirleibih dahulu untuk dapat masuk dalam ageinda keibijakan. 

Pada akhirnya, be ibeirapa masalah masuk ke i ageinda keibijakan para pe irumus 

keibijakan. 
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Beirdasarkan uraian di atas, maka dapat dike itahui bahwa dari aspe ik 

meilarang peinyeidiaan kanto ing plastik yang tidak ramah lingkungan me ilalui 

peimbinaan teirhadap pihak swalayan sudah dilakukan o ileih peimeirintah 

meilalui DLHK3 Ko ita Banda Aceih deingan baik, hal ini ditandai adanya 

beirbagai keigiatan so isialisasi dan peingawasan te irhadap keigiatan jual beili 

yang dilakukan pihak swalayan yang ada di Ko ita Banda Aceih. 

 

2. Penyediaan Kantong Plastik atau Kantong Belanja Ramah 

Lingkungan 

Kanto ing beilanja ramah lingkungan be irupa tas be ilanja ramah 

lingkungan yaitu se ibuah kanto ing atau tas beilanja yang te irbuat dari bahan-

bahan yang bisa didaur ulang. Peinggunaan plastik yang dibatasi ini adalah 

kareina bahan plastik sulit untuk teirurai, yang hanya akan be irujung pada 

peinceimaran lingkungan. Reigulasi peinyeidiaan kanto ing plastic ramah 

lingkungan di Ko ita Banda Ace ih ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 

Peiraturan Wali Ko ita Banda Aceih Noimoir 111 Tahun 2020 te intang 

Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik. 

Seibagai upaya pe imeirintah ko ita Banda Ace ih untuk me incapai 24 % 

peingurangan sampah dari to ital timbulan sampah yang ada pada tahun 2021 

dan meiwujudkan Banda Ace ih beibas sampah pada tahun 2025, dimana 

dalam peirwal te irseibut para peilaku usaha diwajibkan untuk me imbatasi 

peinggunaan kanto ing plastik di teimpat usahanya. Dalam hal ini pihak 

DLHK3 Koita Banda Ace ih juga meingeimukakan seibagai beirikut: 

Kami juga me iminta para peilaku usaha untuk me inyeidiakan kanto ing 

beilanja yang ramah lingkungan, me ineirapkan keibijakan kanto ing 

plastik beirbayar seirta meilaksanakan pro igram hari be irbeilanja tanpa 

kanto ing plastik satu hari dalam seipeikan. Pihak pe imeirintah 

meingharapkan pe iran aktif peilaku usaha dan masyarakat untuk dapat 

meingurangi timbulan sampah te irutama di supeirmarkeit, swalayan 
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dan mall se ihingga Banda Aceih seimakin beirsih dan geimilang dalam 

bingkainya syariah.
41

 

 

Ungkapan di atas me inunjukkan bahwa dalam rangka pe ineirapan 

Peiraturan Wali Ko ita Banda Aceih Noimoir 111 Tahun 2020 te intang 

Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik, pihak pe imeirintah me ilakukan 

keirja sama yang baik de ingan peimilik dan karyawan yang me ingeiloila 

swalayan di Ko ita Banda Ace ih. Dalam rangka pe ineirapan Pe iraturan Wali 

Koita Banda Ace ih Noimoir 111 Tahun 2020 te intang Peimbatasan Pe inggunaan 

Kanto ing Plastik, pihak pe imeirintah meilakukan keirja sama yang baik de ingan 

peimilik dan karyawan yang meingeilo ila swalayan di Ko ita Banda Ace ih. 

Adapun beintuk himbauan ke ipada masyarakat dan pihak swalayan dalam 

peinggunaan kanto ing platik ramah lingkungan dapat dilihat pada be intuk 

soisialiasi kantoing plastik ramah lingkungan pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 3.2 
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Beintuk Himbauan Peinggunaan Kanto ing Plastik Ramah Lingkungan  

Keibijakan pe imbatasan peinggunaan kanto ing plastik o ileih pihak 

swalayan di Ko ita Banda Aceih dibahas o ileih para pihak peimeirintah deingan 

beikeirjasama pada le imbaga teirkait seipeirti DLHK dan Satpo il PP itu seindiri. 

Artinya beirbagai age inda yang teilah disusun o ileih seigeinap pihak pe ilaksana 

dalam hal ini DLHK Ko ita Banda Aceih teirleibih dahulu me imbahasnya 

seiluruh ageinda te irseibut seicara inteirnal deingan meilakukan diskusi se icara 

pleinoi. Hal ini dilakukan agar ke ibijakan yang akan dijalankan dalam upaya 

peimbatasan peinggunaan kanto ing plastik o ileih pihak swalayan di Ko ita Banda 

Aceih teirlihat je ilas keideipannya. Dalam ke igiatan foirmulasi keibijakan ini 

seiluruh pihak DLHK dan bahkan se ibagian eileimein peimeirintah Ko ita Banda 

Aceih mulai dari pimpinan dan dan karyawan, diminta untuk me imbeirikan 

beirbagai argume innya teirhadap apa yang te ilah disusun seibeilumnya. Tahap 

foirmulasi keibijakan juga me imbahas beirbagai sarana dan prasarana 

peindukung seirta anggaran yang akan diajukan ke ipada peimeirintah. 

Hal ini se ibagaimana peindapat Andeirsoin seibagaimana dikutip o ileih 

Winarnoi

42
 meinye ibutkan bahwa tahap fo irmulasi keibijakan, me inyangkut 

masalah yang teilah masuk kei ageinda keibijakan keimudian dibahas o ileih para 

peimbuat keibijakan. Masalah-masalah tadi dide ifinisikan untuk ke imudian 

dicari peimeicahan masalah te irbaik. Peimeicahan masalah te irseibut beirasal dari 

beirbagai alteirnatif atau pilihan keibijakan yang ada. Pe ineirapan apeik keidua 

ini sudah dilaksanakan o ileih seibagian swalayan de ingan meimbeirikan kanto ir 

plastik teirseibut keipada peilanggannya. 

Aspeik peinye idiaan kantoing plastik atau kanto ing beilanja ramah 

lingkungan sudah diupayakan o ileih pihak DLHK3 Ko ita Banda Ace ih keipada 
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 Winarno, Ke ibijakan Publik :Te io iri dan Proise is…, hlm. 70. 



41 

 

 

 

pihak swalayan. Hal ini se ibagaimana pe ingamatan yang pe ineiliti lakukan di 

beibeirapa swalayan sudah dise idiakan kanto irng-kanto ing ramah lingkungan 

dan sudah dibeirikan keipada para peilanggan. 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa peinyeidiaan 

kanto ing plastik atau kanto ing beilanja ramah lingkungan dalam rangka 

peinanganan peinggunaan kanto ing plastik di swalayan yang ada di Ko ita 

Banda Aceih sudah dilakukan se icara maksimal. Hal ini ditandai de ingan 

adanya beirbagai beintuk kanto ing plastik beirupa tas yang dise idiakan oileih 

pihak swlayan se irta dapat dimanfaatkan o ileih pihak peimbeili seicara 

beirulang-ulang, tanpa harus me inhabiskan kanto irng plastik lain. 

 

3. Menerapkan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar 

Kanto ing plastik be irbayar adalah suatu upaya dalam meingurangi 

peinggunaan plastik deingan tujuan me ingurangi beiban sampah plastik. 

Keibijakan peingeinaan kanto ing plastik beirbayar ini seijalan deingan amanat 

Undang-Undang Noimoir 18 Tahun 2008 te irutama pada pasal 19 dan 20. 

Seidangkan untuk wilayah Ko ita Banda Aceih reigulasinya diatur dalam Pasal 

4 Ayat 1 dan 2 Pe iraturan Wali Ko ita Banda Aceih Noimoir 111 Tahun 2020 

teintang Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik. 

Beigitu juga dalam upaya pe inanganan kanto ing plastik di swalayan 

yang ada di Ko ita Banda Aceih. Indikato ir lainnya dalam pe inanganan 

peinggunaan kanto ir plastik ialah meineirapkan keibijakan kanto ing plastik 

beirbayar dan pro igram hari beirbeilanja tanpa kanto ing plastik satu hari dalam 

seipeikan. Artinya pe imeirintah beikeirja sama deingan pihak swalayan untuk 

meineirapkan peimbayaran te irhadap kanto ing plastik yang he indak digunakan 

oileih peilanggan dalam be irbeilanja. Hal ini dilakukan agar masyarakat leibih 

meimilih kanto ing yang ramah lingkungan dalam be irbeilanja. Hal ini 
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dilakukan agar masyarakat le ibih meimilih kanto ing yang ramah lingkungan 

dalam beirbeilanja. Meinurut keiteirangan pihak DLHK3 Ko ita Banda Aceih 

bahwa: 

Peimeirintah Ko ita Banda Ace ih teilah meiwajibkan pe imbatasan 

peinggunaan kanto ing plastik di supe irmarkeit, swalayan, dan mall 

dalam rangka me inyikapi isu Indo ineisia darurat sampah dan plastik. 

Keibijakan pe imbatasan kanto ing plastik di supe irmarkeit, swalayan dan 

mall dimulai tanggal 5 Juni 2021, te ipat pada peiringatan Hari 

Lingkungan Hidup Se idunia.
43

  

 

Dalam hal ini pihak DLHK me ilakukan himbauan ke ipada peimilik 

usaha untuk tidak me imbeirikan kanto ing plastik seicara cuma-cuma keipada 

koinsumein, teitap me imbeirikan biaya tambahan seiharga Rp 500 pe ir leimbar 

atas plastik te irseibut. Seilain pihak DLHK3 Ko ita Banda Ace ih juga 

meingeimukakan bahwa: 

Peimeirintah Ko ita Banda Aceih juga me iminta peimilik usaha untuk 

meimbuat peingumuman seicara te irtulis paling seidikit meimuat jeinis 

dan harga kanto ing plastik, kanto ing beilanja ramah lingkungan se irta 

satu hari tanpa kanto ing plastik. Pe imeirintah meinganjurkan ko insumein 

untuk me imbawa tas ramah lingkungan yang dapat dipakai be irulang-

ulang saat be irbeilanja. Keimudian, uang hasil peinjualan kanto ing 

plastik te irseibut dikeiloila seindiri o ileih peimilik usaha dan dapat 

dikeiluarkan dalam be intuk pro igram tanggung jawab so isial peirusahaan 

atau coirpo iratei soicial reispoinsibility (CSR).
44

  

 

Beirdasarkan ke iteirangan di atas, dilihat dari aspeik keibijakan kanto ing 

plastik beirbayar dalam pe inanganan peinggunaan kanto ing plastik di Koita 

Banda Aceih sudah dilakukan o ileih peimeirintah Koita Banda Ace ih deingan 
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baik yang ditandai de ingan adanya pe ineirapan kanto ing beirbayar bagi pihak 

swalayan keipada peilanggannya. 

 

4. Kebijakan Program Hari Berbelanja Tanpa Kantong Plastik  

Hari beirbeilanja tanpa kanto ing plastik meirupakan se ibuah keibijakan 

dalam peingurangan me inggunakan kanto ing plastik deingan me ilakukan 

peirbeilanjaan tanpa me inggunakan kanto ing jeinis plastik. Keibijakan ini 

dilakukan o ileih peimeirintah Koita Banda Aceih dalam me ilalui reigulasi 

Peiraturan Wali Ko ita Banda Aceih Noimoir 111 Tahun 2020 te intang 

Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik ialah pe imbatasan peinggunaan 

kanto ing plastik se ikali pakai di Swalayan, Supe irmarkeit dan Mall. Dalam 

Peirwal teirseibut diteitapkan bahwa, se itiap hari Seinin, seibagai hari tanpa 

kanto ing plastik. Se ilain itu, pada keibijakan keidua ini peilaku usaha juga tidak 

dibeinarkan untuk me imbeirikan plastik se icara cuma-cuma kei koinsumein, 

teitapi meimbeirikan biaya tambahan Rp 500 rupiah. Hal ini se ibagaimana 

yang dikeimukakan o ileih Kasi Teikno iloigi Peingeiloilaan Sampah, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Keibeirsihan (DLHK) Ko ita Banda Aceih, bahwa: 

Peilaku usaha me inyeidiakan kanto ing plastik atau kanto ing beilanja 

ramah lingkungan. Kami juga me ingimbau masyarakat untuk be iralih 

meinggunakan tas untuk be irbeilanja agar te irlihat ramah lingkungan. 

Seilain itu, lanjutnya, untuk sampah plastik seindiri tidak mudah 

teirurai ataupun me imbusuk. Maka dari pihaknya me ilakukan 

soisialisasi peinggunaan kanto ing beilanja ramah lingkungan ke ipada 

custo imeir di Suzuya Mall.
45

 

 

Tidak hanya itu pe imeirintah Ko ita Banda Aceih juga me imbeirlakukan 

tarif beirbeilanja pakai kanto ing plastik. Namun, ke ibijakan ini tidak be irjalan 
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baik kareina tidak ada payung hukum yang kuat, pe ineirapan pe inggunaan 

kanto ing beilanja ramah lingkungan itu hanya be irtahan einam bulan saja.  

Maka hari ini pe imeirintan Koita Banda Aceih meilakukan so isialisasi juga 

beirteipatan deingan hari lingkungan hidup se idunia, keibijakan so isialisasi ini 

dilakukan teintu me imiliki tujuan te irseindiri. Keiteirangan di atas juga o ileih 

pihak DLHK Koita Banda Aceih lainnya bahwa: 

Para peilaku usaha juga diminta tidak me inye idiakan plastik di hari 

Seinin. Teitapi kareina beilum ada payung hukum, maka hanya bisa 

beirtahan seilama leibih kurang e inam bulan, yaitu pada O ikto ibeir 2016 

beirheinti.
46

 

 

Pihak swalayan se ibagian juga me ilakukan upaya imple imeintasi 

Peiraturan Waliko ita Banda Aceih Noimoir 111 Tahun 2020 te intang 

Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik dalam ke igiatan jual be ili di Koita 

Banda Aceih deingan ikut se irta meimbeirikan eidukasi keipada masyarakat 

teirkait peimbatasan peinggunaan kanto ing plastik teirseibut. Impleimeintasi 

Peiraturan Waliko ita Banda Aceih Noimoir 111 Tahun 2020 te intang 

Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik tidak hanya me ilibatkan pihak 

DLHK meilainkan juga Satpo il PP guna le ibih eifeiktif dalam impleimeintasinya. 

Hal ini dilakukan guna me ingantisipasi adanya pe ilanggaran te irhadap 

Peiraturan Wali Ko ita Banda Aceih Noimoir 111 Tahun 2020 te intang 

Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik ini, pihak Satpo il PP Ko ita Banda 

Aceih khususnya pada bidang peineigakan hukum juga ikut me ineintu 

peimeirintah Koita Banda Ace ih untuk me ilihat keiadaan di lapangan. Ke igiatan 

teirseibut bukanlah tanpa alasan, me ingingat peimbeirlakuan pe iraturan 

peimbatasan kanto ing plastik keipada peilanggan di swalayan masih marak 

teirjadi. 
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Keibijakan so isialisasi ini dilakukan te intu meimiliki tujuan te irseindiri, 

yakni seibagaimana yang dike imukakan o ileih pihak swalayan se ibagai beirikut: 

Tujuannya, untuk me ingubah peirilaku masyarakat be iralih kei tas 

beilanja ramah lingkungan dan se ibagai upaya nyata me ingurangi 

sampah plastik me ingingat di Indo ineisia saat ini sampah te irbanyak 

dihasilkan dari plastik yang tidak mudah te irurai hingga ratusan tahun. 

Sampah plastik juga me inyeibabkan po ilusi udara, air, dan tanah yang 

teintunya bisa be irdampak bagi ke iseihatan manusia. Kandungan bahan 

kimia yang me inceimari heiwan laut juga bisa be irbahaya bagi manusia. 

Hal ini bisa te irjadi kareina ikan yang te irkointaminasi bahan kimia juga 

ikut meingandung bahan be iracun saat diko insumsi oileih manusia. 

Aturan ini te ilah beirjalan mulai 5 Juni lalu. Namun banyak pe ingusaha 

toikoi dan riteil di Banda Ace ih meiminta tambahan waktu untuk 

soisialisasi.
47

 

 

          Keiteirangan di atas me inunjukkan bahwa pihak swalayan se ibagian juga 

meilakukan upaya imple imeintasi Peiraturan Waliko ita Banda Ace ih Noimoir 111 

Tahun 2020 te intang Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik dalam 

keigiatan jual beili di Ko ita Banda Ace ih deingan ikut se irta me imbeirikan 

eidukasi keipada masyarakat te irkait peimbatasan peinggunaan kanto ing plastik 

teirseibut. Seimeintara itu hasil wawancara de ingan pihak Satpo il PP Ko ita 

Banda Aceih, juga me ingeimukakan seibagai beirikut: 

Keigiatan te irhadap peilanggar Pe iraturan Wali Ko ita Banda Ace ih 

Noimoir 111 Tahun 2020 te intang Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing 

Plastik ini, Dinas Lingkungan Hidup be ikeirja sama de ingan Satuan 

Poilisi Pamo ing Praja (Satpo il PP) yang me imang beirtugas untuk 

meineirtibkan peilaksnaan peiraturan daeirah dalam hal ini adalah 

Peiraturan Waliko ita Banda Aceih Noimoir 111 Tahun 2020 te intang 

Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik.
48
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Keiteirangan di atas me inunjukkan bahwa imple imeintasi Peiraturan 

Walikoita Banda Ace ih Noimoir 111 Tahun 2020 te intang Pe imbatasan 

Peinggunaan Kanto ing Plastik tidak hanya meilibatkan pihak DLHK 

meilainkan juga Satpo il PP guna le ibih eifeiktif dalam impleimeintasinya. Hal ini 

seibagaimana yang diungkapkan o ileih pihak pe itugas Satpo il PP Ko ita Banda 

Aceih lainnya yakni se ibagai beirikut: 

Kami dari pihak Satpo il PP Ko ita Banda Aceih seibagai bagian yang 

dibeirikan tugas dalam pe ineigakan peiraturan daeirah, juga ikut se irta 

dalam me ilakukan peingawasan te irhadap beibeirapa minimarkeit dan 

swalayan di Ko ita Banda Ace ih. Meireika tidak bo ileih me inggunakan 

dan meimbeirikan kanto ing plastik ke ipada peilanggan me ireika dihari 

yang sudah dite itapkan. Untuk sidak seindiri sudah se iring kita 

lakukan. Kami datang, jika te irdapat peilanggaran atas pe irwal kami 

beirikan te iguran lisan. Untuk tindakan le ibih lanjut pihak DLHK akan 

meingirimkan surat te irtulis beirupa peiringatan ke ipada peimilik 

swalayan.
49

 

 

Keiteirangan diatas me injeilaskan bahwa guna me ingantisipasi adanya 

peilanggaran teirhadap Pe iraturan Wali Ko ita Banda Aceih No imoir 111 Tahun 

2020 teintang Pe imbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik ini, pihak Satpo il PP 

Koita Banda Ace ih khususnya pada bidang pe ineigakan hukum juga ikut 

meineintu peimeirintah Ko ita Banda Ace ih untuk meilihat keiadaan di lapangan. 

Keigiatan teirseibut bukanlah tanpa alasan, me ingingat pe imbeirlakuan 

peiraturan peimbatasan kanto ing plastik keipada peilanggan di swalayan masih 

marak teirjadi. 

Impleimeintasi keibijakan peinggunaan kanto ing plastik di swalayan 

juga dilakukan deingan himbauan-himbauan keipada peilanggan untuk patuh 

akan keiteintuan peinggunaan kanto ing plastic te irseibut. Hal ini seisuai deingan 

koinseip teioiri keibijakan bahwa seiteilah diteintukan atau diado ipsi keibijakan 
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yang akan dilakukan, maka langkah be irikutnya dari se ibuah keibijakan 

meinurut Andeirsoin yang dikutip o ileih Winarnoi ialah impleimeintasi keibijakan 

peimbatasan peinggunaan kanto ing plastik di swalayan te irseibut. Dalam 

impleimeintasi keibijakan ini pihak peimeirintah Koita Banda Ace ih meilalui 

DLHK teilah me ilakukan beibeirapa keibijakan peimbatasan peinggunaan 

kanto ing plastik di swalayan. Pe irtama, me ilakukan kajian pe ineilitian, 

keibijakan ini me irupakan bagian dari pe imbatasan peinggunaan kanto ing 

plastik di swalayan. Pe ineilitian teirkait keibijakan peimbatasan peinggunaan 

kanto ing plastik di swalayan di kawasan lain deingan me incari infoirmasi 

teirkait keibijakan pe imbatasan peinggunaan kanto ing plastik di swalayan. 

Keibijakan ini dilakukan untuk me inggali keibeirhasilan-keibeirhasilan di ko ita 

lain dalam peimbatasan peinggunaan kanto ing plastik di swalayan. 

Keibijakan lain yang dilakukan o ileih peimeirintah Ko ita Banda Aceih 

meilalui DLHK dalam pe ineirapan keibijakan peimbatasan peinggunaan 

kanto ing plastik di swalayan ialah be ikeirjasama deingan Satpo il PP dan para 

peimilik dan karyawan swalayan. Artinya para peimilik swalayan dan Satpo il 

PP diikutseirtakan dalam me ilakukan peimbatasan peinggunaan kanto ing 

plastik di swalayan de ingan meinjalankan beirbagai keiteintuan yang ada dalam 

Peiraturan Waliko ita Banda Aceih Noimoir 111 Tahun 2020 te intang 

Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik. 

Beintuk tahapan pe ilaksanaan keibijakan juga dilakukan de ingan 

meingadakan so isialisasi dan eidukasi kei beirbagai swalayan bahkan 

peinangkapan hingga pe imbeirian sanksi ke ipada pihak swalayan yang 

meilanggar keiteintuan Pe iraturan Waliko ita Banda Aceih Noimo ir 111 Tahun 

2020 teintang Pe imbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik. Hal ini te intu tidak 

akan beirhasil jika tidak dilakukan ke ibijakan yakni keirja sama de ingan 

leimbaga-leimbaga te irkait seipeirti, Satpo il PP dan se ibagainya nya. Ke irja sama 
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masing-masing le imbaga ini beirgantung keibutuhan keibijakan yang 

dikeiluarkan oileih pihak pe imeirintah Koita Banda Aceih. Tahap imple imeintasi 

juga teirlihat deingan meingadakan kunjungan langsung pihak DLHK dan 

Satpo il PP untuk meingajar pihak swalayan dan masyarakat pe ilanggan agar 

tidak meinggunakan kanto ing plastik beirleibihan saat beirbeilanja. 

Adanya be irbagai beintuk imple imeintasi ini meinunjukkan bahwa 

impleimeintasi Peiraturan Waliko ita Banda Aceih Noimoir 111 Tahun 2020 

teintang Peimbatasan Pe inggunaan Kanto ing Plastik se ijalan deingan apa yang 

diungkapkan o ileih Andeirsoin dalam Winarno i

50
 bahwa tahap imple imeintasi 

keibijakan, suatu pro igram keibijakan hanya akan me injadi catatan-catatan eilit 

jika pro igram te irseibut tidak diimpleimeintasikan, yakni dilaksanakan o ileih 

badan-badan administrasi maupun age in-agein peimeirintah di tingkat bawah. 

Beirdasarkan te imuan peineilitian te irkait keibijakan hari be irbeilanja tanpa 

kanto ing plastik sudah dite irapkan oileih peimeirintah Koita Banda Ace ih, deingan 

meinjadikan satu hari yakni hari Se inin dalam seipeikan seibagai hari be ilanja 

tanpa meinggunakan kanto ing plastik di kalangan swalayan dan masyarakat 

peilanggannya. 

Seikalipun te ilah dilakukan upaya ini masih te irdapat keindala dalam 

peineirapan keibijakan peimbatasan peinggunaan kanto ing plastik di swalayan 

dalam Koita Banda Ace ih. Pertama, keindala teiknis yaitu ke indala beirupa 

keiteirbatasan fasilitas se irta peiralatan ko imunikasi yang dimiliki o ileih DLHK3 

Banda Aceih dalam peinggunaan kanto ing plastik di swalayan. Dimana 

peineirapan Peiraturan Wali Ko ita Banda Ace ih Noimoir 111 Tahun 2020 

teintang Peimbatasan Pe inggunaan Kanto ing Plastik di swalayan be ilum 

beirjalan deingan baik, hal ini masih minimnya ko imunikasi dari pihak DLHK 
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dan peingeitahuan masyarakat te irhadap Peiraturan Walikoita Banda Ace ih 

Noimoir 111 Tahun 2020 te intang Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik 

teirseibut. 

Kedua, keiragaman peirilaku keilo impo ik sasaran yang dimaksud dalam 

hal ini ialah suatu pro igram akan reilatif mudah diimple imeintasikan apabila 

keiloimpo ik sasaranya ho imoigein. Seibaliknya apabila ke iloimpo ik sasarannya 

heiteiroigein, maka imple imeintasi proigram akan re ilatif leibih sulit. Keindala 

DLHK3 Banda Ace ih dalam peinggunaan kanto ing plastik di swalayan 

dikareinakan masyarakat dan karyawan swalayan me imiliki karakte ir dan 

watak yang beirbeida untuk meinjalankan Peiraturan Waliko ita Banda Aceih 

Noimoir 111 Tahun 2020 te intang Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik 

teirseibut. Keindala peimeirintah Koita Banda Ace ih dalam me ireialisasikan 

Peiraturan Waliko ita Banda Aceih Noimoir 111 Tahun 2020 te intang 

Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik dikare inakan sasaran masyarakat 

yang dijadikan o ibjeiknya meimiliki keiragaman dalam hal peirilaku, karakteir 

dan lain seibagainya. 

Ketiga, kendala berupa proporsi kelompok sasaran terhadap total 

populasi. Seibuah pro igram reilatif akan sulit diimple imeintasikan apabila 

sasaranya meincakup se imua poipulasi. Seibaliknya seibuah pro igram reilatif 

mudah diimpleimeintasikan apabila jumlah keiloimpoik sasarannya tidak te irlalu 

beisar. Dalam hal peineirapan Peiraturan Wali Ko ita Banda Ace ih Noimoir 111 

Tahun 2020 teintang Pe imbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik di swalayan 

peimeirintah Ko ita Banda Aceih teirkeindala deingan banyaknya jumlah 

swalayan yang ada di Ko ita Banda Ace ih. Lausnya dan banyakan masyarakat 

yang meinjadi sasaran pihak pe imeirintah dalam pe ineirapan Pe iraturan Wali 

Koita Banda Ace ih Noimoir 111 Tahun 2020 te intang Peimbatasan Pe inggunaan 



50 

 

 

 

Kanto ing Plastik te irseibut bahkan meincapai 9 ke icamatan yang ada di Ko ita 

Banda Aceih. 

Keempat, seibuah pro igram beirtujuan meimbeirikan pe ingeitahuan atau 

beirsifat koignitif akan reilatif leibih mudah diimple imeintasikan daripada 

proigram yang be irtujuan untuk meingubah sikap dan pe irilaku masyaraka. 

Cakupan peirilaku masyarakat dan pihak swalayan yang diharpkan DLHK 

juga meinjadi keindala lain dalam peinanganan peinggunan kanto ing plastik. 

Dalam hal ini masih minimnya ke ipatuhan hukum seibagian pihak swalayan 

teirhadap Peiraturan Wali Ko ita Banda Aceih Noimoir 111 Tahun 2020 teintang 

Peimbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik. Guna me ingantisipasi adanya 

peilanggaran teirhadap Pe iraturan Wali Ko ita Banda Aceih No imoir 111 Tahun 

2020 teintang Pe imbatasan Peinggunaan Kanto ing Plastik ini, pihak DLHK 

Koita Banda Aceih khususnya pada bidang pe ineigakan pro iduk hukum dae irah 

beibeirapa kali me ilakukan sidak pada saat pe irda teirseibut mulai reismi 

dibeirlakukan yang tidak me ineintu jadwalnya untuk me ilihat keiadaan di 

lapangan. Keigiatan te irseibut bukanlah tanpa alasan, me ingingat 

peimbeirlakuan peiraturan ini meingharuskan reitail mo ideirn untuk me imatuhi 

dan tidak meimbeirikan kanto ing plastik keipada peilanggan meireika. 

Peineirapan keibijakan peimbatasan peinggunaan kanto ing plastik di 

swalayan dalam Ko ita Banda Aceih Dilakukan o ileih pihak DLHK Ko ita Banda 

Aceih deingan me ingadakan beirbagai peingawasan seicara langsung kei 

lapangan guna me imbeirikan teiguran seicara langsung ke ipada peilaku 

swalayan yang me inggunakan kanto ing plastik pada hari-hari yang sudah 

dilarang. Keindala peineirapan keibijakan peimbatasan peinggunaan kanto ing 

plastik di swalayan dalam Ko ita Banda Aceih juga beilum adanya pe irtunjukan 

teiknik seibagai standar bagi swalayan se ihingga dalam re ialisasinya 

meingalami beirbagai ke indala. 
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Seitiap keibijakan peimbatasan peinggunaan kanto ing plastik di 

swalayan yang te ilah dilakukan, maka langkah ke ibijakan beirikutnya me inurut 

Winarnoi

51
 ialah eivaluasi teirhadap keibijakan te irseibut, yang dalam hal hal ini 

peimeirintah Ko ita Banda Ace ih meilalui DLHK me ingkaji ke ibeirhasilan 

teirseibut deingan me inyeidiakan beirbagai lapo iran keipada publik baik me ilalui 

meidia oinlinei maupun me idia ceitak, seijauh mana masyarakat dan pihak 

swalayan teilah me ilakukan atas apa yang diso isialisasikan se irta keiaktifan 

meilaksanakan peimbatasan peinggunaan kanto ing plastik di swalayan. 

Keibijakan yang dilakukan o ileih peimeirintah Koita Banda Ace ih 

teirhadap pihak swalayan atas apa yang teilah direincanakan dan 

diproigramkan se icara keiseiluruhan teilah beirhasil diimpleimeintasikan keipada 

masyarakat baik me ilalui keigiatan so isialisasi dan e idukasi dan se ibagainya. 

Peilaksanaan beirbagai keibijakan yang dipro igramkan ini te ilah dapat 

dirasakan dan diikuti o ileih beirbagai eileimein swalayan mulai dari swalayan 

skala keicil maupun be isar. Namun, keibeirhasilan peilaksanaan keibijakan 

peimbatasan peinggunaan kanto ing plastik di swalayan ini tidak dibare ingi 

deingan adanya tindak lanjut teirhadap keibijakan teirseibut, seihingga keibijakan 

yang teilah dilakukan tidak me imbeirikan hasil yang diharapkan artinya masih 

teirdapat seibagian swalayan me inggunakan kanto ing plastik dalam transaksi 

jual beili deingan peilanggannya.  

 

B. Sanksi Administratif Pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh 

Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong 

Plastik di Supermarket, Swalayan Dan Mall 

 

Upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam pembatasan penggunaan 

kantong plastik di supermarket, swalayan dan mall salah satunya dengan 
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memberikan sanksi administrasi. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Wali 

Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan 

Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall yang termuat dalam 

pada Pasal 8 Ayat (1), (2) dan (3). 

Pada Pasa 8 Ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha yang tidak 

melaksanakan kewajiban dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 

111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di 

Supermarket, Swalayan dan Mall dikenakan sanksi administratif berupa 

teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan 

pencabutan sementara izin. 

Pada pasal ini sanksi utama yang diberikan berupa teguran, dimana 

pihak pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 Kota Banda Aceh dan 

Satpol PP melakukan teguran secara langsung ke lokasi Supermarket, 

Swalayan dan Mall. Jika teguran lisan tidak dipenuhi dan masih 

menggunakan kantong plastik yang tidak bersesuaikan dengan Peraturan 

Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan 

Penggunaan Kantong Plastik, maka pihak pemerintah akan menyurati secara 

tertulis yang langsung diketahui oleh wali Kota Banda Aceh sebanyak 3 

(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja. 

Setelah kedua sanksi administrasi baik teguran lisan maupun tulisan 

tidak diindahkan, maka usaha yang Supermarket, Swalayan maupun Mall 

yang melanggar Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 

tersebut, dihentikan secara paksa untuk sementara jalannya usaha, setelah 

menjalani masa pengentian sementara, maka pihak supermarket, swalayan 

dan mall bersangkutan dibolehkan menjalankan usahanya dengan 
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mengindahkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 

tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik tersebut. 

Terkait penghentian sementara ini diatur ketentuannya dalam Pasal 8 

Ayat (2) yang menyebutkan bahwa penghentian sementara kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pelaku usaha 

apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut 

dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja. 

Namun, jika dalam tahapan ini pihak supermarket, swalayan dan 

mall juga masih melanggar kembali, maka sanksi akhirnya ialah berupa 

pencabutan izin usaha oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini diatur 

dalam Pasal 8 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa pencabutan sementara izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila pelaku usaha 

tidak melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan dengan 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. 

 

C. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Administratif 

Pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 

tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, 

Swalayan dan Mall 

 

Pemberian sanksi administrasi kepada pihak Supermarket, Swalayan 

dan Mall yang melanggar kentuan dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh 

Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di 

Supermarket, Swalayan dan Mall tentu merupakan suatu pertimbangan 

tersendiri dari pemerintah terutama dalam menjaga lingkungan kota Banda 

Aceh yang bersih dan bebas dari sampah dan sanksi administrasi ini 

diberikan langsung oleh pemerintah Kota Banda Aceh atau yang dalam hal 

ini disebut sebagai ulil amri. 
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Perilaku pihak swalayan, supermarket dan mall yang melanggar 

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik tersebut tentu masuk ranah pidana 

dan berhak mendapat sanksi. secara administrasi yang juga menjadi bagian 

dari hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam yang sering disebut dengan 

fiqih jinayah, juga mengatur sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang 

melanggar syara’, sanksi pidana itu dalam fiqih jinayah disebut dengan 

uqubah artinya hukuman. Jenis sanksi pidana dalam fiqih jinayah adalah 

had, qishash dan ta’zir. 

Had, adalah hukuman (uqubah) yang sudah ditentukan oleh syara‟ 

dan merupakan hak Allah. Hukuman qishash adalah hukuman yang sudah 

ditetapkan oleh syara’, namun manusia juga memiliki hak untuk 

menentukan, seperti dalam peristiwa pembunuhan maka pelaku bisa tidak 

dijatuhi hukuman qishah jika ada permaafan dari keluarga korban, tetapi 

pelaku akan dikenai hukum diyat. Hukuman ta’zir yaitu hukuman 

pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya 

oleh syara’. Hukuman ini merupakan hak manusia (dalam arti hak 

penguasa/ pemerintah/negara).
52

 

Hukuman ta’zir ini dijatuhkan kepada jarimah ta’zir merupakan 

hukuman atau sanksi yang tidak ditetapkan oleh Al Quran dan hadis, tetapi 

ditetapkan oleh negara, seperti sanksi yang tetapkan negara/pemerintah 

terhadap orang yang melanggar Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 

111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.  

Dalam Al-Quran dan hadist juga sudah dijelaskan hukuman bagi 

manusia yang melakukan pencemaran lingkungan dari berbagai jenis 
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 Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 9. 
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sampah termasuk kantong plastik yang digunakan oleh pihak swalayan, mall 

dan supermarket yang ada di Kota Banda Aceh. Hukum pidana Islam dapat 

had, qishash dan ta’zir merupakan pembagian hukuman yang berdasarkan 

nash, namun selain had dan qishash, hukuman had dan qishash dalam Al-

Quran dan Hadis disebutkan pula diyat dan kafarat. 

Selain pembagian hukum seperti tersebut di atas dalm Islam dikenal 

pula pembagian hukum yang lain yang dikemukan oleh A Djazuli bahwa 

jenis uqubat atau hukuman dapat dilihat dari sasaran hukumnya, sehingga 

hukuman dapat dikategorikan dalam empat jenis yaitu (1) hukuman badan, 

yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman 

jilid; (2) hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa yaitu hukuman 

mati; (3) hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti 

hukuman penjara atau pengasingan; (4) hukuman harta, yaitu hukuman yang 

dikenakan kepada harta seperti diyat, kafarat dan perampasan harta.
53

 

Perbedaan diyat dan kafarat berdasarkan pengertian atau konsepnya 

bahwa, diyat merupakan suatu hukuman dalam bentuk denda atau pengganti 

jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya seperti hukum bunuh 

karena melakukan pembunuhan. Jadi diyat itu adalah pemberian uang atau 

sejumlah barang kepada keluarga korban dengan tujuan untuk 

menghilangkan dendam dan / atau untuk meringankan beban keluarganya.
54

 

Kafarat yaitu hukuman dalam bentuk denda yang wajib dibayarkan oleh 

seseorang karena telah melakukan perbuatan dosa, seperti melakukan 

penuhan atau melanggar sumpah.
55
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 A. Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 29. 
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 Dasar hukum seperti dijelaskan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 178, & Q.S. An 

Nisa‟ ayat 92. Orang yang membunuh selain membayar diyat juga harus membayar kafarat. 
55

 Dasar Hukum seperti dijelaskan dalam Q.S. Al Maidah ayat 89. 
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Berdasarkan keterangan berbagai sanksi pidana dalam hukum pidana 

Islam tersebut, maka jelaslah bahwa sanksi pidana berupa sanksi 

administrasi yang diberikan oleh pemerintah kepada palaku usaha yang 

melanggar Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 

tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik jika dilihat dalam 

perspektif Hukum Islam sudah sesuai. Hal ini karena hukuman yang 

diberikan masuk keranah jenis hukuman uqubat berupa hukuman yang 

dikenakan kepada kemerdekaan pelaku untuk berusaha seperti mencabut 

izin dan menutup usaha tersebut. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sanksi administratif yang terdapat pada Peraturan Wali Kota Banda 

Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan 

Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall berupa (1) 

teguran lisan dengan mendatangi pihak Supermarket, Swalayan dan 

Mall secara langsung. (2) Teguran tertulis dengan menyurati pihak 

Supermarket, Swalayan dan Mall sebagai peringatan kedua sebanyak 

tiga kali. (3) Penghentian sementara kegiatan secara paksa, setelah 

menjalani masa pengentian sementara, maka pihak supermarket, 

swalayan dan mall bersangkutan dibolehkan menjalankan usahanya 

dengan mengindahkan Perwal tersebut, dan (4) Pencabutan izin 

usaha oleh pemerintah Kota Banda Aceh apabila pelaku usaha tidak 

melakukan perbaikan selama penghentian sementara kegiatan 

dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. 

2. Perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi administratif pada 

Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan 

dan Mall termasuk pada hukuman ta’zir yaitu hukuman yang 

diberikan oleh ulil amri atau penguasa/pemerintah dengan jenis 

hukuman uqubat berupa hukuman yang dikenakan kepada 

kemerdekaan pelaku untuk berusaha seperti mencabut izin dan 

menutup usaha tersebut. 
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B. Saran 

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah Kota Banda Aceh agar terus meningkatkan upaya 

penjagaan kebersihan lingkungan dengan menerapkan kebijakan-

kebijakan ramah lingkungan termasuk merealisasikan berbagai 

peraturan perundang-undangan. 

2. Kepada pihak pelaku usaha seperti swalayan dan supermarket agar 

terus patuh atas ketentuan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 

111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di 

Supermarket, Swalayan dan Mall agar tidak memberikan kantong 

plastik secara cuma-cuma kepada pelanggannya. 

3. Kepada pihak akademik, disarankan untuk ikut terlibat dalam 

memberikan edukasi terkait sosialisasi Peraturan Wali Kota Banda 

Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan 

Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan dan Mall. 
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